BAB I 
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah ( Renja OPD ) merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk periode satu tahun sebagai penjabaran dari dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan yang mengacu kepada Rencana Strategis Dinas dan memuat rancangan prioritas pembangunan bidang Perhubungan yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Perhubungan (Dinhub), yang pendanaannya bersumber dari APBD Kabupaten maupun dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Pemerintah Pusat. dan anggaran Pemerintah Propinsi (Bantuan Gubernur).


Substansi Renja OPD setidaknya memuat hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun sebelumnya, yaitu Renja tahun 2016, prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2017 serta Rencana program dan kegiatan prioritas Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga tahun 2018.



Mengacu pada Visi Pemerintah Kabupaten Purbalingga yaitu           “ Purbalingga  Yang  Mandiri dan  Berdaya Saing Menuju masyarakat Sejahtera Yang Berakhlak Mulia”. Visi tersebut diyakini  mengakomodir tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan.


Pembangunan bidang Perhubungan  dilakukan melalui misi ke-6, yaitu : ”Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan sosial dan ekonomi mutlak memerlukan dukungan penyediaan infrastruktur yang memadai”. Implementasi misi ini diwujudkan melalui pembangunan, pemeliharan, dan rehabilitasi berbagai prasarana dan sarana yang meliputi Prasarana jalan, jembatan, irigasi dan pengairan, perumahan dan pemukiman,prasarana persampahan, pemerintahan, perhubungan, serta berbagai prasarana wilayah lainya. 
Atas dasar Visi dan Misi tersebut selanjutnya telah dikembangkan kebijakan pembangunan bidang Perhubungan, yang diharapkan dapat dijadikan tumpuan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, yaitu :
“Peningkatan pemenuhan sarana prasaranan utama dan penunjang angkutan jalan serta mendukung pembukaan akses transportasi udara”
B. LANDASAN HUKUM
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
5. Undang-undang  Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

7. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 50 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Purbalingga Tahun 2016
C. TUJUAN
Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga adalah untuk :

1. Menjabarkan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2016-2021 sekaligus sinkronisasi dengan kebijakan dan sasaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah

2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan, Prioritas dan Plafon anggaran Dinas Perhubungan Kab. Purbalingga tahun anggaran 2018
3. Menjadi acuan bagi seluruh pegawai dalam melaksanakan kegiatan Tahun 2018
4. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan monitoring evaluasi kegiatan serta mewujudkan efisiensi  dan efektifitas dalam perancanaan dan pengalokasian sumber daya pembanguan.

D. SISTEMATIKA RENJA DINAS PERHUBUNGAN
I. Pendahuluan

Memuat latar belakang, landasan hukum, tujuan dan sistematika penyusunan Renja Dinhub Tahun 2018.

II. Evaluasi Hasil pelaksanaan Renja Tahun 2016
III. Prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2017
IV. Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2018
V. Penutup 

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2016
A. Evaluasi pelaksanaan Renja Dinhubkominfo Tahun 2016 dan Capaian Renstra Tahun 2016
1. Realisasi Pendapatan Dinhubkominfo Tahun 2016
Pada tahun 2016, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika ditargetkan untuk menghasilkan pendapatan sebanyak Rp. 2.500.000.000,- dan realisasi pendapatan yang diperoleh adalah sebesar Rp. 2.612.809.900,- atau dicapai sebesar 104,51%. Rincian mengenai target dan realisasi pendapatan tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut ini :
TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN

 TAHUN 2016
	3.1.1. N
	JENIS PENDAPATAN
	TARGET

( Rp. )
	REALISASI

( Rp. )
	
( % )

	1.

2.

 3.

4.
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	Retribusi Pelayanan Parkir ditepi jalan umum.
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
Retribusi Terminal :

a. Terminal Purbalingga.

b. Terminal Bobotsari.

c. Terminal Bukateja.

d. Terminal Kejobong.

e. Terminal Kutabawa.

f. Termina Kutasari
Retribusi Ijin Trayek.

J U M L A H
	1.047.790..000

  500.000.000

792.210.000 

428.514.000

235.960.000

71.496.000

28.800.000

8.000.000

19.440.000   
160.000.000

2.500.000.000
	977.750.000   

655.867.900  

803.684.000
 435.234.400
 241.612.360
   72.634.240
   26.106.000
     8.182.000

   19.915.000   
175.508.000

2.612.809.900
	93,32
131.17
101,14

101,57
102,40
101,59
90,65
102,28
102,44
109,69
104,51


2. Realisasi anggaran Dinhubkominfo Tahun 2016
Guna mencapai tujuan dan sasaran pada tahun 2016, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga telah melaksanakan 4 program utama dengan 40 (Empat puluh ) kegiatan yang didukung anggaran belanja sebesar  Rp. 26.047.255..000,- ( Dua Puluh Enam Milyar Empat Puluh tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah), terdiri dari :

1) Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 4.742.400.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.567.956.850,- terdapat selisih sebesar Rp. 174.523.150,- terdiri dari Gaji pegawai sebesar Rp. 112.962.412,- Tambahan Penghasilan pegawai sebesar Rp. 42.200.000,- dan Upah Pungut tri bulan IV dari retribusi parkir dan ijin trayek belum diambil sebesar Rp. 19.360.738,-  

2) Belanja Langsung sebesar Rp. 23.804.775.000,- dengan realisasi sebesar Rp.8.249.658.630,- atau sebesar 34,86%,
Untuk lebih jelasnya kami sajikan dalam tabel penggunaan anggaran belanja Dinhubkominfo T.A. 2016 sebagai berikut :
TABEL BELANJA 

DINHUBKOMINFO KABUPATEN PURBALINGGA

TAHUN 2016
	URAIAN
	ANGGARAN
	REALISASI
	Selisih
	%

	Belanja Daerah
	
	
	
	

	a. Belanja Tidak Langsung


	4.742.400.000,- 
	4.567.956.850,-
	174.523.150   
	96,3

	Belanja Pegawai :
	4.742.400.000,- 
	4.567.956.850,-
	174.523.150   
	

	b. BelanjaLangsung
	23.804.775.000
	8.249.658.630
	15.555.116.170
	34,65

	· Belanja Pegawai
	860.757.000,-
	798.018.000,-
	62.739.000,-
	83

	· Belanja Barang dan Jasa
	2.584.078.000,-
	2.386.033.055,-
	198.044.945,-
	92

	· Belanja Modal
	20.359.940.000
	5.065.607.575,-
	15.294.332.425
	24,9

	Jumlah
	28.547.255.000
	12.817.615.430
	15.729.639.520
	44,9


Terkait Belanja Langsung sebesar Rp. 23.804.775.000,- dengan realisasi sebesar Rp.8.249.658.630,- atau sebesar 34,86%, terdapat selisih sebesar Rp. 15.555.116.170,-  terdiri dari selisih beberapa kegiatan, yaitu :
a. Anggaran belanja pegawai sebesar Rp. 62.739.000,- tidak dapat dipergunakan, yang terdiri dari : 
1.  Honorarium PNS sebesar Rp. 32.222.500,-
2.  Uang Lembur sebesar Rp. 27.966.500,-
b. Anggaran belanja barang dan jasa sebesar Rp. 198.044.945,-tidak dipergunakan terdiri dari :
1. Belanja bahan pakai habis sebesar Rp. 10.887.320,-
2. Belanja jasa kantor sebesar Rp. 60.352.594,-
3. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor sebesar Rp. 20.997.300,-
4. Belanja cetak penggandaan sebesar Rp. 7.820.900,-
5. Belanja Makanan dan Minuman sebesar Rp. 35.749.900,-
6. Belanja pakaian dinas dan atribut sebessar Rp. 910.000,-
7. Belanja perjalanan dinas sebesar Rp. 12.809.541,-
8. Belanja Diklat sebesar Rp. 2.679.250,-
9. Belanja Pemeliharaan sebesar Rp. 10.463.140,-
10. Belanja Jasa tenaga ahli/instruktur sebesar Rp. 35.375.000,-
c. Anggaran belanja modal sebesar Rp. 15.294.332.425,-- yang terdiri dari
1. Belanja Pengadaan tanah sebesar Rp. 14.755.539.600,-

2. Belanja modal peralatan dan mesin bermotor sebesar Rp. 168.000,00,-

3. Belaja modal peralatan dan mesin pengadaan alat kantor sebesar Rp. 1.020.000,00,-

4. Belanja modal peralatan dan mesin pengadaan alat rumah tangga sebesar Rp. 12.475.000,00,-

5. Belanja modal peralatan dan mesin pengadaan computer sebesar Rp. 1.621.755,00,-

6. Belanja modal peralatan dan mesin pengadaan alat komunikasi sebesar Rp. 4.000.000,00,-

7. Belanja modal peralatan dan mesin pengadaan unit-unit laboratorium sebesar Rp. 153.500,00,-

8. Belanja modal peraalatan dan mesin pengadaan alat laboratorium lingkungan hidup sebesar Rp. 40.500.000,00,-

9. Belanja modal gedung dan bangunan pengadaan bangunan gedung tempat kerja sebesar Rp. 169.319.000,00,-

10. Belanja modal gedung dan bangunan pengadaan bangunan rambu-rambu sebesar Rp. 156.189.070,00,-

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran tersebut, kendala utama yang dihadapi antara lain.

1) Karena faktor alam dengan adanya hujan terus menerus disertai petir sering berakibat kepada kerusakan  APILL, baik traffic light maupun warning light sehingga dapat mengacaukan arus lalu lintas termasuk pada pemancar radio.

2) Fasilitas perlengkapan jalan khususnya rambu lalu lintas, traffic cone dan road    barrier yang sering    diambil orang yang tidak bertanggung  jawab ( hilang ), sehingga tiap tahun perlu diadakan pengadaan
3) Terbatasnya   kualitas  dan  kuantitas  Sumber  Daya  Manusia,  khususnya untuk  PPNS LLAJ, staf tehnis administrasi maupun tehnis dibidang perhubungan yang menguasai tehnik APILL dan tehnik bangunan (konstruksi)

Sehubungan dengan hal tersebut diatas untuk mengatasinya maka Dinhubkominfo mengambil langkah-langkah yang ditempuh, yaitu :

1) Mengusulkan kegiatan Revitalisasi peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor, atau paling tidak setiap tahun untuk dianggarkan  kegiatan Kalibrasi dan Tera Uji pada peralatan Uji Kir Kendaraan Bermotor  agar peralatan pengujian tetap sesuai standar yang ditetapkan.

2) Meningkatkan   pengetahuan    dan   ketrampilan   pegawai   melalui usulan untuk mengikuti diklat baik tekhnis administrasi maupun tekhnis bidang perhubungan khususnya PPNS LLAJ dan Tehnis APILL.

3) Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan evaluasi secara periodik setiap bulan melalui rapat koordinasi antar bidang terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang pehubungan.
Dalam rangka mengantisipasi kendala yang mungkin terjadi ditahun 2017  diupayakan melalui penyusunan konsep perencanaan kegiatan yang lebih matang dan mendasarkan pada potensi riil, mengoptimalkan potensi sumber daya internal secara nyata, meningkatkan kualitas pelayanan melalui penyediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
B. Analisis Kinerja Pelayanan Dinhubkominfo Tahun 2016
1. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

1.1. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Perhubungan. 
Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM. 81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Darah Kabupaten/Kota, terdapat 1 (satu) jenis pelayanan dasar yang harus dilaksanakan, yaitu Pelayanan Angkutan Jalan, terdiri dari :

1.1.1. Jaringan Pelayanan  Angkutan Jalan dengan indikator ::

a. Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten, dengan target nasional sebesar 75% dan tingkat capaian tahun 2016 sebesar 92%.

b. Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia, dengan target nasional sebesar 60% dan tingkat capaian sebesar 80%

1.1.2. Jaringan Prasaranan Angkutan Jalan dengan indikator :

a. Tersedianya halte pada setiap kabupaten yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek, dengan target nasional sebesar 100% dan tingkat capaian sebesar 90%
b. Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap kabupaten yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek, dengan target nasional sebesar 40% dan  tingkat capaian sebesar 90%.

1.1.3. Fasilitas Perlengkapan Jalan, dengan indikator Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan, dengan target nasional sebesar 60% dan  tingkat capaian sebesar 86,02%

1.1.4. Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor, dengan indikator tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi kabupaten yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji, dengan target nasional sebesar 60% dan  tingkat capaian sebesar 7950 kendaraan wajib uji di Purbalingga atau tingkat capaian sebesar 198,8%

1.1.5. Sumber Daya Manusia  (SDM), dengan indikator :

a. Tersedianya sumber daya manusia (SDM) di bidang terminal pada kabupaten yang telah memiliki terminal, dengan target nasional sebesar 50% dan  tingkat capaian sebesar 73%

b. Tersedianya sumber daya manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada kabupaten yang telah melakukan pengujian berkala pada kendaraan bermotor, dengan target nasional sebesar 100% dan tingkat capaian sebesar 71%

c.  Tersedianya sumber daya manusia (SDM) di bidang Manajemen Rekayasa Lalu Lintas (MRLL), evaluasi andalalin, pengelolaan parkir pada kabupaten, dengan target nasional sebesar 83% dan  tingkat capaian sebesar 16,41%

d. Tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum, dengan target nasional sebesar 100% dan tingkat capaian sebesar 57%

1.1.6. Pelayanan Keselamatan, dengan indikator terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten, dengan target nasional sebesar 100% dan tingkat capaian sebesar 80%.

1.2. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Komunikasi dan informatika
 Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota, terdapat 2 (dua) jenis pelayanan dasar yang harus di laksanakan, yaitu :
1.2.1. Pelaksanaan Desiminasi Informasi nasional, dengan indikator Pelaksanaan Desiminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional dengan indikator : :

a. Media massa seperti Radio Suara Perwira dan Radio Ardi Lawet FM, dengan target nasional sebanyak 12 kali dan tingkat capaian sebesar 200% (24 kali)
b. Media baru website (media online) www.purbalinggakab.go.id, dengan target nasional dilaksanakan setiap hari dan tingkat capaian sebesar 100% (dilaksanakan setiap hari)
c. Media tradisional seperti pertunjukan rakyat, dengan target nasional sebanyak 2 kali dalam setahun dan tingkat capaian sebanyak 3 kali atau 150%
d. Media interpersonal seperti saresehan, ceramah/diskusi dan lokakarya, dengan target nasional sebanyak 12 kali setahun dan tingkat capaian sebanyak 39 kali dalam setahun atau 325% 
e. Media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk dan baliho, dengan target nasional sebanyak 12 kali per tahun dan tingkat capaian sebesar 12 kali setahun atau 100%
1.2.2. Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat, dengan indikator Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi masyarakat di tingkat kecamatan, dengan target nasional sebanyak 9 KIM dan  tingkat capaian sebanyak 12 KIM atau 133%, 

BAB III

PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2017

Arah kebijakan pembangunan Dinas perhubungan  sesuai Renstra adalah sebagai berikut ”Peningkatan pemenuhan sarana prasaranan utama dan penunjang angkutan jalan serta mendukung pembukaan akses transportasi udara”
Untuk mencapai arah kebijakan tersebut dinas Perhubungan mempunyai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan angkutan orang dan barang

2. Meningkatkan pelayanan transportasi

Dari tujuan dimaksud, diharapkan bisa mencapai sasaran sebagaimana tertuang dalam RENSTRA, yaitu :

	1. Meningkatnya  tingkat keselamatan dan keamanan penyelenggaraan pelayanan transportasi

	2. Meningkatnya pelayanan angkutan umum


Arah dari kebijakan ini dimaksudkan untuk mendukung aktifitas sektor lain khususnya dibidang pendidikan dan perekonomian rakyat yang semakin meningkat sehingga meningkat pula partisipasi masyarakat dalam pelaksaan pembangunan.
Adapun Program yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan pada tahun 2017, adalah sebagai berikut :

1. Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah
2. Program Peningkatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
3. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Dari ketiga program trsebut dijabarkan dalam beberapa kegiatan, yaitu :

	N0
	PROGRAM
	KEGIATAN
	TARGET KINERJA
	ANGGARAN

	1

2

3


	Program Penguatan kelembagaan perangkat daerah
Program
Peningkatan Pelayanan Angkutan

Program
Peningkatan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas
	1. Penyediaan bahan jasa perkantoran

2. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

3. Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor

4. Pengadaan sarana prasarana kantor

5. Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya

6. Pendidikan dan pelatihan pegawai

7. Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja

8. Operasi tehnis laik jalan

9. Kalibrasi dan pemeliharaan alat PKB

10. Pengadaan bahan pengecatan PKB

11. Pengelolaan kebersihan terminal

12. Pengadaan Tanah untuk pembangunan bandara

13. Fasilitasi pembangunan bandara

14. Penyusunan tataran transportasi local

15. Pembinaan Perparkiran

16. Pengamanan lalu lintas dan penyelenggaraan angkutan lebaran, natal dan tahun baru

17. Fasilitasi Forum LLAJ

18. Pemeliharaan traffic light dan warning light

19. Pengadaan  perlengkapan jalan
20. Fasilitasi Tim Andalalin 

21. Pemeliharaan rutin lampu penerangan jalan

22. Pemasangan LPJU Bobotsari-Karangreja

23. Pemasangan LPJU Bobotsari-Purbalingga

24. Pemasangan LPJU Jompo-Purbalingga

25. Pemasangan LPJU Bancar-Kecombron

26. Pengadaan dan pemasangan LPJU 


	78 pegawai

350 kegiatan

7 gedung, 6 roda empat, 18 roda dua
2 unit lemari arsip, 4 unit AC 2PK

78 stel 

49 PNS

30 buku

12 kegiatan

1 paket

9000 kendaraan

4 terminal

1 paket

40 kegiatan

1 paket

300 Petugas parker

79 kegiatan

5 paket

25 TL,44 WL
4 Wl, 1TL, 995m² marka, 6RPPJ, 100 Rambu standar, 325 paku jalan, 100m guardrail, 
12 kegiatan
5126 titik
1 paket

1 paket

1 paket

1 paket
	Rp. 701.485.000

Rp. 120.000.000

Rp. 290.000.000

Rp. 42.975.000

Rp. 69.880.000

Rp. 55.000.000

Rp. 10.000.000

Rp. 24.000.000

Rp. 50.000.000

Rp. 15.000.000

Rp. 110.000.000

Rp. 14.969.900.000

Rp. 100.000.000

Rp. 350.000.000

Rp. 100.000.000

Rp. 250.000.000

Rp. 20.000.000

Rp. 150.000.000

Rp. 1.000.000.000

Rp. 10.000.000

Rp. 950.000.000

Rp. 1.300.000.000

Rp. 1.000.000.000

Rp. 750.000.000

Rp. 1.300.000.000

Rp. 975.000.000




BAB IV

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
 TAHUN 2018
I. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Provinsi dan Kabupaten
Arah kebijakan pembangunan Dinas perhubungan  sesuai Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut 
1. Peningkatan pemenuhan sarana prasaranan utama dan penunjang angkutan jalan serta mendukung pembukaan akses transportasi udara
2. Meningkatkan kualitas manajemen angkutan umum
Arah dari kebijakan ini dimaksudkan untuk mendukung aktifitas sektor lain khususnya dibidang pendidikan dan perekonomian rakyat yang semakin meningkat sehingga meningkat pula partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

II. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perhubungan
Guna mewujudkan kebijakan tersebut dan mendukung Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Purbalingga, Dinas Perhubungan  mempunyai  Tujuan yang ingin dicapai, yaitu : Meningkatnya kualitas layanan angkutan orang dan barang
Sasaran Dinas Perhubungan 

Dengan tujuan tersebut diatas, maka sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya manajemen, kapasitas dan kualitas perlengkapan jalan, dengan indikator sasaran penurunan angka kecelakaan lalu lintas
2. Meningkatnya kualitas angkutan umum, dengan indikator sasaran masyarakat pengguna angkutan umum
III. Program dan Kegiatan     
Dinas Perhubungan memprioritaskan pembangunan yang diwujudkan dalam program-program kegiatan yang terdiri 3 (tiga) program  sebagai berikut:
1. Program penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah;

2. Program Peningkatan manajemen rekayasa Lalu Lintas

3. Program Peningkatan pelayanan Angkutan

Guna memperlancar pelaksanaan program dan sasaran tersebut diatas, maka dilaksanakan kegiatan-kegiatan, yaitu :
1. Program penguatan kelembagaan daerah, dengan kegiatan-kegiatannya sebagai berikut :

1) Penyediaan Bahan dan Jasa perkantoran

2) Rapat koordinasi dan konsultasi

3) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

4) Pengadaan Sarana dan prasarana Kantor
5) Pendidikan dan pelatihan pegawai
6) Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya
7) Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD
8) Pembuatan Gudang LPJU
2. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan, dengan kegiatannya :
1) Pengelolaan Kebersihan Terminal
2) Pelaksanaan Operasi Tehnis Laik Jalan

3) Pengadaan Bahan Pengecatan PKB

4) Kalibrasi dan Pemeliharaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor
5) Revitalisasi Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor
6) Penyusunan SIM Pengujian Kendaraan Bermotor
7) Fasilitasi Pembangunan Bandara

8) Kajian Pengembangan Taxi

9) Fasilitasi Pemeliharaan pelajar pelopor dan sopir teladan

10) Rehab gedung sub terminal Jompo dan Penaruban

11) Peningkatan Landasan Terminal Bukateja

12) Pembinaan dan monitoring angkutan

13) Pemeliharaan Rutin lampu penerangan jalan

14) Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan
3. Program Peningkatan manajemen rekayasa Lalu Lintas, dengan kegiatannya :
1) Pengamanan Lalu Lintas dan Penyelenggaraan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru

2) Pemeliharaan Traffic light dan warning light

3) Pengadaan Fasilitas perlengkapan jalan
4) Pembangunan Halte
5) Pembinaan Perparkiran
6) Pembuatan SIM Perparkiran
7) Fasilitasi Penilaian Wahana Tata Nugraha
8) Fasilitasi  Forum LLAJ

9) Fasilitasi Tim Andalalin
Secara rinci program dan kegiatan Rencana Kerja 2018 tersaji dalam matrik di bawah ini :

	No
	PROGRAM
	INDIKATOR KINERJA PROGRAM
	KEGIATAN
	TARGET KINERJA
	PENDANAAN INDIKATIF

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Program Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
	Terlaksananya system akuntabilitas SKPD

Terpenuhinya kebutuhan bahan dan jasa kantor

Terpeliharanya sarana dan  prasarana  kantor

Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan public


	1. Pengadaan Bahan dan Jasa Perkantoran
2. Rapat-rapat Koordinasi

3. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
5. Diklat Pegawai

6. Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya

7. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja 

8. Pembuatan Ruang seksi LPJU dan tembok keliling

	78 pegawai

350 kegiatan

7 gedung, 6 roda empat, 18 roda dua

Truk Craine, mobilpatroli 1 unit, gergaji mesin, 

 Timbangan portable, filling cabinet hang map 3 unit, Laptop 2 unit

48 pns

80 stel 

30 buku

1 PAKET
	860.000.000

150.000.000

290.000.000

1.879.950.000

55.000.000

70.000.000

15.000.000

650.000.000

	2
	Program Peningkatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas


	Cakupan ruas jalan kolektor primer bermarka

Cakupan ketersediaan Fasilitas Lalu Lintas

- Traffic Light 

- Warning light

- RPPJ

- Rambu Standar

- Guardrail

- Paku Marka

- traffic cone
	1. Pengadaan Fasilitas perlengkapan jalan
2. Pemeliharaan dan pengecatan traffic light, warning light dan fasilitas perlengkapan jalan yang lain

3. Pembangunan halte

4. Pengamanan  lalu lintas, penyelenggaraan angkutan lebaran, Natal dan Tahun Baru

5. Fasilitasi Forum LLAJ

6. Fasilitasi Tim Andalalin

7. Fasilitasi Penilaian Penghargaan Wahana Tata Nugraha

8. Penyusunan dan operasional SIM perparkiran

9. Pembinaan Petugas parkir
10. Pengadaan pakaian perlengkapan parkir


	4 Wl, 1TL, 995m² marka, 6  RPPJ, 100 Rambu standar, 325 paku jalan, 100m guardrail,
25 TL,44 WL

6 halte

79 kegiatan

12 kegiatan

5 paket

1 paket
1 paket
300 Petugas parker

300 Petugas parker

 
	Rp. 1..177.200.000 

Rp. 155.000.000

Rp. 180.000.000

Rp. 200.000.000

Rp. 20.000.000

Rp. 17.500.000

Rp.25.000.000

Rp. 200.000.000

Rp. 30.000.000

Rp. 90.000.000



	3
	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
	Cakupan Kendaraan angkutan umum yang laik operasi (lulus uji kir)

Persentase kendaraan angkutan umum masuk terminal

Jumlah penumpang terlayani angkutan
	
	1. Operasi tehnis laik jalan

2. Pengadaan bahan pengecatan PKB
3. Kalibrasi dan Pemeliharaan alat PKB

4. Revitalisasi peralatan PKB
5. Pengelolaan Kebersihan Terminal

6. Rehabilitasi  sub terminal
7. Peningkatan Landasan Terminal Bukateja

8. Fasilitasi Pembangunan Pengembangan Bandara

9. Kajian Pengembangan Taxi

10. Penyusunan SIM Pengujian Kendaraan Bermotor

11. Fasilitasi pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Sopir Teladan
12. Pemeliharaan LPJU
13. Pemasangan LPJU
	12 kegiatan

9000 kendaraan

1 paket

Gen set, compressor, alat uji daya tembus cahaya pada kaca, alat pengukur kedalaman alur ban
4 terminal

2 paket (T. Jompo dan Penaruban)

1 paket

20 kegiatan

1 paket

1 paket

2 kegiatan

5128 titik

5 paket
	Rp. 20.000.000

Rp. 17.710.000

Rp. 40.000.000

Rp. 600.000.000

Rp. 177..000.000

Rp. 410.000.000

Rp. 200.000.000

Rp. 100.000.000

Rp. 40.000.000

Rp. 50.000.000

Rp. 15.000.000

Rp. 950.000.000
Rp. 5.500.000.000



BAB IV

P E N U T U P
Dalam melaksanakan program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga tahun 2018, seluruh pejabat dilingkungan Dinas Perhubungan wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas  dan partisIpatif.
Pelaksanaan kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun kerangka pelayanan umum, mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan baik diantara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing bidang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Renja Tahun 2018 merupakan acuan bagi Dinas Perhubungan dan masyarakat termasuk dunia usaha dalam pembangunan sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Renja Tahun 2018 sebagia berikut :

1. Seluruh pegawai dilingkungan Dinas Perhubungan termasuk masyarakat dan dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan yang terutang dalam Renja tahun 2018 dengan sebaik-baiknya
2. Renja Tahun 2018 menjadi acuan dan pedoman bagi pejabat dilingkungan Dinas Perhubungan dalam menyusun kebijakan publik, baik yang berupa kerangka regulasi maupun pelayanan umum, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) Tahun Anggaran 2018.

3. Masyarakat luas dapat berperan serta dalam pengawsan terhadap pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan

4. Pada akhir tahun anggaran 2018, setiap bidang wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, kesesuaian dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaian dengan ketentuan peratuaran perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan-peraturan lainnya.

5. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, setiap kepala bidang wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan, dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala kepada Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Keberhasilan pelaksanaan Renja tahun 2018 akan sangat tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, keinginan untuk maju dan disiplin dari semua pihak. Oleh karena itu agar kebijakan dan program yang telah dituangkan dalam Renja tahun 2018 tersebut dapat dilaksanakan dan direalisasikan secara optimal serta dapat mencapai sasaran, oleh karena itu dukungan dari berbagai pihak termasuk masyarakat sangatlah diperlukan.

Akhirnya, semoga cita-cita menggapai zero accident dan transportasi yang lancar, tertib, aman, nyaman dan selamat dapat terwujud.


Pubalingga,      Januari 2017
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